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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

NOMOR   7   TAHUN 2021 

 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5364); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 

telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6042); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 89); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1687); 
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  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1891);  

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 158); 

  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 68); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 

314); 

  28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 
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2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 

499); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Lampung Nomor 500); 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-

2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 15); 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16); 

  32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Nomor 23), Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 

  33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Nomor 32); 
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  34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); 

  35. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten 

Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir 

Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT 
dan 

BUPATI PESISIR BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2021-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Pesisir Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
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5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah 

yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan 

Daerah, yaitu Penunjang Urusan Perencanaan serta 

Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 

perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat yang selanjutnya disingkat Renstra adalah 

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat 

yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 

perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 

strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten kedalam struktur dan pola 

pemanfaatan ruang wilayah. 
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BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

 
Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan 

Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan 

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka 

pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, 

RTRW dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta RPJPN 

dan RPJMN. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra 

Perangkat Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah 
BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah 

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis 
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program 
Pembangunan Daerah 
 

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan 
Daerah dan Program Perangkat Daerah 

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 

BAB IX : Penutup 

 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  
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BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 

Pasal 4 

(1) Bupati melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh Bappeda. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : 

a. terjadi perubahan yang mendasar (bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah atau 

perubahan kebijakan nasional). 

b. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) 

tahun. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan 

Renstra Perangkat Daerah. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

Ditetapkan di Krui  

pada tanggal   25 Oktober 2021 

BUPATI PESISIR BARAT, 

 
                ttd 

 
       AGUS ISTIQLAL 

 

Diundangkan di Krui  

pada tanggal  25 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 
 

  ttd 
 
N. LINGGA KUSUMA 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7   
24 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/1218/PSB/2021 
 

 

    SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 
 
 

EDWIN KASTOLANI B,SH.MP 
NIP. 19740526 200212 1 002 
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PENJELASAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
NOMOR  7  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2021-2026 
 
 

 
I.  UMUM 

 

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan 

terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah 

untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber 

daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya 

sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan 

praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintahan Pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku 

kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah 

dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, 

maupun tahunan. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: (1) mendukung koordinasi antar 

pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan 

sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah 

maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) 

mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya 

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah 

sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perenanaan Pembangunan Nasional, oleh 

sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tahun, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5 

tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan tahunan 

sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten  Pesisir Barat Tahun  2005-2025, penyusunan RPJMD Kabupaten 
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Pesisir Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-2 (tahap akhir) 

pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta menjadi momentum 

strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD yaitu 

Pesisir Barat Madani dan Sejahtera. 

Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 selanjutnya 

akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta menjadi salah satu instrumen 

untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja Kepala 

Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 
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